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BUPATI GARUT 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 39 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 7 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BESARAN 

DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN GARUT 
TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GARUT, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada 
Setiap Desa di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut Nomor 
S-691/WPB.13/KP.1003/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal 
Hasil Evaluasi Peraturan Bupati Terkait Tata Cara Pembagian 
dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa, 
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa 
di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Baral (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Rcpulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5879); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 233, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 ten tang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 20 I 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 244); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017 tentang 
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota 
dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Rincian Dana Dcsa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1971); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Ka bu paten Garul Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2017 Nomor 15); 

tentang Rincian 
Anggaran 2018 

Tahun 2017 

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Kabupaten Garut (Serita Daerah Kabupaten 
Tahun 2016 Nomor 27); 

ten tang 
Daerah 

Garut 



Menetapkan 
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22. Peraturan Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran 
Tahun Anggaran 2018 (Berite Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2017 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 77 Tahun 2017  ten tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 
Nomor 32); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA 

DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Pembagian an Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa 
di Kabupaten Garut Tahun Arggaran 2018 (Serita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteroan 
masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan dan diuangkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 
prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dituangkan dalam 
Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud puda ayat (2), 
dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

BABV 

PELAPORAN 

Pasal 13 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati. 
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(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun 
anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 
dengan tahap II 

(3) Laporan rcalisasi penycrapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan 
paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan 
tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 
lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam ha! terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi 
software. 

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi 
penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15  berbunyi 
sebagai berikut: 

BABVI 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 15 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 Ayat (l ) ;  

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 
30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas 
fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap Il tahun anggaran 
berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar 
dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 1 1 ,  penyaluran 
Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran 
berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 
besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurka.n dan menjadi 
sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
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(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dinaksud pada ayat ( 1 )  huruf c disampaikan oleh 
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah 
terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7j disampaikan kepada 
Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 

pada tanggal 2 0 - 8  ..  2018 

B U P A  T  I  G A  R  U  T, 

t t d 

RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 2 0 -  8  -  2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

Y A T I E  R 0 H A Y A T I  

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2018 NOMOR 39 


